
 

 

Nomor  : 037/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2024 

Perihal  : Narasumber, Pendamping dan Pemberi Materi 

Lampiran   : - 

 

 

Kepada Yth. 

Dr. Suyanto, S.E., S.Pd.I., M.M., M.Ak., Ak., CA. 

Presiden Asosiasi Dosen dan Praktisi Manajemen Sumber Daya Manusia 

di Tempat 
 

 

 

Dengan hormat, 

 

 

Sehubungan dengan kegiatan dari Asosiasi Dosen dan Praktisi Manajemen Sumber 

Daya Manusia yaitu akan diadakannya kegiatan pelatihan, perihal tersebut di atas, dengan ini 

Kepala LP2M Universitas IPWIJA menugaskan: 

 

  Dra. Anik Ariyanti, M.M. (NIDN : 0314087102)  

 

Untuk menjadi Narasumber pada kegiatan yang akan dilaksanakan pada: 

 Hari / tanggal : Kamis s/d Sabtu, 7 s/d 9 Maret 2024 

 Waktu : 08.00 s/d 17.00 WIB 

 Media  :  secara daring via Zoom 

   Jl. Kyai Caringin No.7, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat. 

 Tema  :  “Pelatihan Skema Staf Sumber Daya Manusia (SDM) 

Berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 

(SKKNI) Nomor 149 Tahun 2020.” 

 

 Setelah pelaksanaan kegiatan Dosen yang ditugaskan diwajibkan membuat Laporan 

Pelaksanaan Kegiatan kepada pemberi tugas (LP2M Universitas IPWIJA).Mohon bantuan 

penanggungjawab kegiatan membantu menyediakan berkas yang diperlukan untuk 

pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan. 

 

Demikian Surat Tugas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh 

tanggung jawab. 

 

 

Jakarta, 6 Maret 2024     

 
Dr. Ir. Titing Widyastuti, M.M. 

Kepala LP2M Universitas IPWIJA 



Skema 
Staf SDM



DAFTAR ISI



PROFIL
KETENAGAKERJAAN



MASALAH KONDISI KETENAGAKERJAAN
Pada 2030-2040, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) 
lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (<15 tahun dan >64 tahun). Pada periode tersebut, penduduk usia produktif 
diprediksi mencapai 64% dari total jumlah penduduk (diproyeksikan sebesar 297juta jiwa).
Beberapa PR yang harus diselesaikan:

Pengembangan bidang 
keahlian di lembaga 

pendidikan vokasi belum 
sejalan dengan 

kebutuhan industri 
dan belum merespons 

kebutuhan pasar

Lembaga pendidikan 
vokasi belum mampu 
menghasilkan lulusan 

untuk memenuhi 
pekerjaan 

berketerampilan tinggi

Banyak lulusan 
semi - terampil, 

namun daya serap 
pasar kerja terbatas

Institute for Management Development (IMD) 
World Competitiveness Ranking 2020 : Daya saing 

tenaga kerja Indonesia urutan 32 dari 63 negara 
yang disurvei

Produktivitas tenaga kerja Indonesia paling 
rendah di antara tiga negara tetangga di 

kawasan ASEAN.
5.28%

4.39%

2.16%
1.37%

Source : Asian Productivity Organization, September 2015

Tingkat Pendidikan 2020 2021 2022

Tidak/Belum Pernah 
Sekolah/ Belum Tamat & 
Tamat SD

3.61 3.61 3.59

SMP 6.46 6.45 5.95
SMA umum 9.86 9.09 8.57
SMA Kejuruan 13.55 11.13 9.42
Diploma I/II/III 8.08 5.87 4.59
Universitas 7.35 5.98 4.80



MENGAPASERTIFIKASI?
PROFESI



1. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja 
yang di selenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, 
atau pelatihan di tempat kerja.

2. Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi 
kompetensi kerja.

3. Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat pula diikuti oleh 
tenaga kerja yang telah berpengalaman.

4. Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi 
yang independen.

5. Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

SERTIFIKASI ADALAH HAK TENAGA KERJA
UU NO 13 TAHUN 2003 PASAL 18
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DU/DI REKRUTMEN PENJAMINAN  
MUTU

DESAIN 
INSTRUKSIONAL

EVALUASI 
PEMBELAJARAN

CAREER 
PATHING

PERSONAL 
BRANDING

MEMBANTU ORGANISASI
/DUDI MEYAKINKAN 

KEPADA KLIENNYA BAHWA 
PRODUK/JASANYA DIBUAT 

OLEH TENAGA YANG 
KOMPETEN DAN 

TERPELIHARA 
KOMPETENSINYA

MEMBANTU
ORGANISASI

/DUDI DALAM 
REKRUTMEN 

BERBASIS 
KOMPETENSI

ALAT PENJAMINAN 
MUTU PENDIDIKAN 

BAHWA TUJUAN 
PEMBELAJARAN 
TELAH TERCAPAI

MEMBANTU 
PENGEMBANGAN  

DISAIN 
INSTRUKSIONAL

/PEMBELAJARAN

MEMBANTU 
PENGEMBANGAN  

EVALUASI 
PEMBELAJARAN

MEMBANTU 
MERENCANAKAN  
JENJANG KARIR

MEMBERIKAN 
PERSONNAL 

BRANDING UNTUK 
TUJUAN WIRAUSAHA

MANFAAT SERTIFIKASI
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7

UU Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan

PP NOMOR 31 Tahun 2006
Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

PP Nomor 10 Tahun 2018
Tentang BNSP

UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang 
Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia

INPRES No. 9 Tahun 2016 tentang 
Revitalisasi SMK dalam rangka 
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM 
Indonesia

UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang 
PERINDUSTRIAN

UU Nomor 12 Tahun 2012
Tentang Pendidikan Tinggi

PERPRES NOMOR 68 TAHUN 2022
Tentang REVITALISASI Pendidikan VOKASI dan PELATIHAN vokasi

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020
Tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi

AMANAT SDM KOMPETEN



Perjalananan

Sistem Kompetens Nasional

1990
Dewan Latihan 
Kerja Nasional 

(DLKN)

Majelis 
Pendidikan  
Kejuruan 
Nasional

(MPKN)

1999
BN3P

(penggabungan  
DLKN dan 

MPKN)

2004
Peraturan

Pemerintah No. 23
Tentang  

BNSP

2003
UU No. 13

Tentang
Ketenagakerjaan

2018
Peraturan

Pemerintah No. 10
Tentang  

BNSPUU No. 20
Tentang Sistem 

Pendidikan 
Nasional

Merupakan pengembangan sistem penyiapan tenaga kerja dengan paradigma baru
dimulai pada awal tahun 2000 yang ditandai dengan SKB 3 Menteri (Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pendidikan 

Nasional, Menteri Perindustrian) dan Ketua Umum Kadin Indonesia
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TIGA PILAR PENGEMBANGAN TENAGA KERJA 
BERBASIS KOMPETENSI

STAKEHOLDERS

PENYEDIA TVET

SKKK

PROGRAM  
TVET

SKEMA 
SERTIFIKASI LSP

(amanah UU 13 TAHUN 2003 tentang KETENAGAKERJAAN)

LISENSI
Oleh BNSP

AKREDITASI
Oleh LEMBAGA

AKREDITASI – LEMBAGA  
PELATIHAN KERJA

REFERENSI

EMPLOYMENT
( Employability, Productivity, Growth )

1 SKKI
SKKNI KKNI

Experienced Person

2 3PROFESI
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TUGAS FUNGSI BNSP
PP NOMOR 10 TAHUN 2018

PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI

KERJA

PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN KERJA 
SAMA ANTAR LEMBAGA, BAIK NASIONAL DAN 

INTERNASIONAL DI BIDANG SERTIFIKASI
PROFESI

PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM 
SERTIFIKASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
VOKASI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
PELAKSANAAN SISTEM SERTIFIKASI 

KOMPETENSI KERJA NASIONAL

PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM 
DATA DAN INFORMASI SERTIFIKASI KOMPETENSI  
KERJA YANG TERINTEGRASI

BNSP MEMPUNYAI TUGAS  
MELAKSANAKAN SERTIFIKASI 

KOMPETENSI KERJA
PENGEMBANGAN PENGAKUAN 
SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA 
NASIONAL DAN INTERNASIONAL

01 02

03

0605

04
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Sistem Nasional Sertifikasi Profesi
Adalah pengintegrasian komponen yang sinergis dan harmonis dalam rangka 

mencapai tujuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja nasional melalui:• Pembentukan 
Kelembagaan 
Sertifikasi

• L

i

s

e

n

s

i 

L
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(4)HARMONISASI  
SERTIFIKASI

(3) PELAKSANAAN SERTIFIKASI  
KOMPETENSI

(6) PENJAMINAN MUTU SERTIFIKASI

(5) INFORMASI SERTIFIKASI

SDM 
TERLATIH &

BERPENGALAMAN

PROFESIONAL  
KOMPETEN 
KOMPETITIF

MRA

ASOSIASI 
PROFESI

ASOSIASI 
INDUSTRI

KEMENTERIAN/  
LEMBAGA

(1) PENGEMBANGAN 
KELEMBAGAAN (2) LISENSI BNSP 

KEPADA LSP
LSP P1  
LSP P2  
LSP P3CALON LSP

ASESOR

MUK

TUK

STANDAR 
KOMPETENSI

SKEMA SERTIFIKASI

ACUAN NORMATIF.: UU 13/2003, PP 31/2006, PP 10/2018, PERPRES 68/2022, PERMENKO PMK 6/2022, PERMENAKER 2 /2016, ASEAN 
GUIDING PRINCIPLES FOR QUALITY ASSURANCE AND RECOGNITION OF COMPETENCY CERTIFICATION SYSTEMS
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Kompetensi Kerja 
adalah kemampuan 
kerja setiap individu 
yang mencakup 
aspek 
pengetahuan, 
keterampilan, dan 
sikap kerja yang 
sesuai dengan 
standar yang 
ditetapkan.

Merupakan produk hukum yang menjadi 
legitimasi (bukti pengakuan) terhadap capaian 

kemampuan seseorang dalam melakukan 
pekerjaan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas 

yang berwenang, berbasis pada standar 
kompetensi yang telah disepakati dan 

ditetapkan.

MENGAPA SERTIFIKASIKAN PROFESIMU?
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Contoh Sertifikat Kompetensi:



Skema Staf
Sumber Daya Manusia



No Kode Unit Kompetensi
1 M.70SDM01.010.2 Menyusun Uraian Jabatan
2 M.70SDM01.057.2 Melakukan Administrasi Pengupahan

3 M.70SDM01.058.2 Melakukan Administrasi Jaminan Sosial

4 M.70SDM01.059.2 Melakukan Administrasi Penerapan Kebijakan MSDM

Staf Sumber Daya Manusia
(Human Resources Staf)





M.70SDM01.010.2
Menyusun Uraian Jabatan

Unit Kompetensi 1





Menyusun 
Uraian
Jabatan 1. Menentukan Komponen Uraian 

Jabatan sesuai Format Job 
Description

2. Membuat Uraian Jabatan Setiap 
Posisi Jabatan berdasarkan data & 
informasi jabatan

3. Menetapkan Uraian Jabatan 
berdasarkan SOP

1. Menetapkan Metode & Perangkat
Analisa Jabatan

2. Mengidentifikasi Informasi Pekerjaan 
dari setiap Jabatan

3. Menganalisa Data & Informasi
Jabatan serta menetapkannya

Alur Proses



JOB 
SPESIFIKASI





2.1 Menentukan Komponen Uraian 
Jabatan sesuai Format Job Description

FORMAT URAIAN JABATAN/JOB DESCRIPTION – UMUM

1. IDENTITAS JABATAN/PEKERJAAN
Nama Jabatan/Pekerjaan ini:
Nama Pemegang Jabatanini saat ini:
Nama Unit Kerja (Seksi/Bagian):
Divisi/Unit Usaha/Direktorat:
Lokasi Kerja:

2. Tanggung jawab pokok jabatan/pekerjaan ini
3. Hubungan Organisasional (2 diatas dan 1 dibawah)
4. Tugas yang harus dikerjakan (tugas rutin dan tugas insidentil/tambahan)
5. Tanggung Jawab
6. Tanggung jawab keuangan 
7. Wewenang
8. Hubungan Kerja (atasan,rekan kerja,bawahan,pihak luar)
9. Karakteristik khusus (fakta tambahan seperti ruang lingkup dan tingkat  

kerumitan)



M.70SDM01.010.2

Melakukan Administrasi Jaminan
Sosial

Unit Kompetensi 2





MENGENAL BPJamsostek

Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)  

Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan Pensiun (JP)

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)



Berikut ini rincian iuran  
Ketenagakerjaan:

JKK yang ditetapkan oleh BPJS

Kategori Jumlah Iuran yang Harus Dibayar

Penerima upah

0,24% – 1,74% dari upah tergantung 
besarnya  resiko pekerjaan.
Detail besaran presentase 
pembayaran  sebagai berikut :

✩ Resiko sangat rendah : 0,24%
✩ Resiko rendah : 0,54%
✩ Resiko sedang : 0,89%
✩ Resiko tinggi : 1,27%

✩ Resiko sangat tinggi : 1,74%

Bukan penerima upah 1% dari penghasilan yang dilaporkan

Pekerja migran 
Indonesia

Rp370 ribu

Jasa kontruksi 0,21% berdasarkan nilai proyek

JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)

Cara Hitung :
Abdul berpenghasilan Rp7.000.000 
per bulan dan memiliki risiko 
kecelakaan kerja yang tinggi.
Bagaimana cara HRD menghitung
BPJS Ketenagakerjaan untuk
program JKK milik Abdul?
1,27% x Rp7.000.000 = Rp88.900 per
bulan.

https://www.talenta.co/blog/insight-talenta/perbedaan-hrd-dan-personalia-adalah/


Berikut ini rincian iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk program 
JKM :

Kategori Jumlah Iuran yang Harus Dibayar

Penerima upah
0,3% dari upah yang dilaporkan dan dibayarkan  
oleh
pemberi kerja/ perusahaan

Bukan penerima upah Rp6.800 per bulan
Pekerja migran Indonesia Rp370 ribu
Jasa kontruksi 0,21% berdasarkan nilai proyek

JAMINAN KEMATIAN (JK)

Cara Hitung :
Tora memiliki gaji sebesar Rp9.000.000 per bulan. Kira- 
kira bagaimana cara menghitung BPJS Ketenagakerjaan 
untuk program JKM Tora yang harus dibayarkan?
0,3% x Rp9.000.000 = Rp27.000 per bulan.



Perubahan Batas Upah Tertinggi dan Manfaat Jaminan Pensiun (JP)

Tahun Bulan Batas Upah Manfaaat Pensiun
Minimum Maksimum

2015
Januari – Juni Rp – Rp – Rp –

Juli – Desember Rp7.000.000 Rp300.000 Rp3.600.000

2016
Januari & Februari Rp7.000.000 Rp300.000 Rp3.600.000

Maret – Desember Rp7.335.300 Rp310.050 Rp3.720.600

2017
Januari & Februari Rp7.335.300 Rp310.050 Rp3.720.600

Maret – Desember Rp7.703.500 Rp319.450 Rp3.833.000

2018
Januari & Februari Rp7.703.500 Rp319.450 Rp3.833.000

Maret – Desember Rp8.094.000 Rp331.000 Rp3.971.400

2019
Januari & Februari Rp8.094.000 Rp331.000 Rp3.971.400

Maret – Desember Rp8.512.400 Rp341.400 Rp4.095.750

Berikut ini skema perubahan batas upah tertinggi dan manfaat pensiun 

yang dapat dinikmati peserta BPJS Ketenagakerjaan :

JAMINAN PENSIUN (JP)

Cara Hitung :
Paulus memiliki gaji sebesar Rp15.000.000 per bulan, maka cara menghitung BPJS 
Ketenagakerjaan iuran Jaminan Pensiun darinya adalah sebagai berikut.
• Iuran JP Paulus = 3% x Rp7.000.000 = Rp210.000 per bulan
• Iuran JP yang dibayarkan perusahaan = 2% x Rp7.000.000 = Rp140.000 per bulan
• Iuran JP yang dibayarkan Paulus = 1% x Rp7.000.000 = Rp70.000 per bulan



Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

MANFAAT Uang tunai, diberikan setiap bulan, paling banyak 6 
bulan upah dengan besaran manfaat:

1. 45% dari upah sebulan untuk 3 bulan pertama
2. 25% dari upah sebulan untuk 3 bulan berikutnya

Dasar pembayaran upah :
upah terakhir yang dilaporkan kepada 
BPJamsostek dengan maksimal upah sebesar 
Rp.5.000.000,00.



M.70SDM01.010.2

Melakukan Administrasi
Pengupahan

Unit Kompetensi 3







M.70SDM01.010.2

Melakukan Administrasi Penerapan 
Kebijakan MSDM

Unit Kompetensi 4









TERIMA KASIH



Diberikan kepada:

SERTIFIKAT PENGHARGAAN
Nomor: 09.748/ADP-MSDM/III/2024

Bogor, 9 Maret 2024
Presiden

 

Dr. Suyanto, S.E., S.Pd.I., M.M., M.Ak., Ak., CA.

ASOSIASI DOSEN DAN PRAKTISI
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Sebagai Trainer pada “Pelatihan Skema Staf Sumber Daya Manusia (SDM)

Berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 149 Tahun 2020”

yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dosen dan Praktisi Manajemen Sumber Daya Manusia

pada tanggal 7 s.d 9 Maret 2024

Dra. Anik Ariyanti, M.M.



MATERI PELATIHAN SKEMA STAF SUMBER DAYA MANUSIA
BERBASIS SKKNI NO. 149 TAHUN 2020

JPLJenis StandarMateriNo

2SKKNI No. 149 Th. 2020Menyusun Uraian Jabatan1

2SKKNI No. 149 Th. 2020Melakukan Administrasi Jaminan Sosial2

2SKKNI No. 149 Th. 2020Melakukan Administrasi Pengupahan3

2SKKNI No. 149 Th. 2020Melakukan Administrasi Penerapan Kebijakan MSDM 4

12Tugas Mandiri5

20Jumlah

Catatan : 1 JPL setara dengan 45 menit


